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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam kehidupan bernegara dikenal adanya pelayanan publik atau pelayanan umum, yang pada prinsipnya adalah pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat  tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Begitu pula halnya dengan pelayanan yang diberikan oleh Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.  Mengingat fungsi utama pemerintah bidang perpustakaan adalah melayani  masyarakat dalam mencari buku-buku guna menambah ilmu pengetahuan maka Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya.
Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan  Publik. Tuntutan reformasi yang bergulir sejak tahun 1997, bersamaan dengan arus globalisasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan (Ismail Mohamad, 2003). Selain itu ada juga salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Selain itu, data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat masih perlu mendapatkan perhatian dari semua unsur pemerintah terkait harus mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat, karena masyarakat yang memiliki karakter dan keanekaragaman tuntutan dalam bidang layanan menuntut adanya pelayanan yang baik dan optimal. Karena tidak jarang kualitas pelayanan yang didapatkan belum mampu mencapai standar pelayanan yang baik, sehingga hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi. Dalam upaya mendukung perkembangan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masa sekarang ini, maka fungsi dari perpustakaan tersebut akan menjadi sangat komplek. Karena secara umum bahwa lembaga-lembaga pendidikan mempunyai keterbatasan dalam hal pengadaan buku-buku yang dibutuhkan. Berpijak pada pandangan tersebut , maka untuk memberikan kepuasan kepada pengguna maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat mengupayakan untuk dan memberikan fasilitas yang memadai untuk memenuhi berbagai  kepentingan penggunanya.  
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini mengacu pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Indeks Kepuasaan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Men.PAN Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat.
Berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat periode Januari – Juni 2018 didapat nilai IKM 78,11 dalam arti nilai interval konversi IKM berada pada nilai 62,51 – 81,25 dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan Baik.  Diharapkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada periode Juli – Desember 2018 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat  Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat meningkat.
1.2 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1646 jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional BAB XI pasal 35 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dijalur Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,  Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Wajib Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam, Film, Cerita/Dokumenter;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tatacara Pengalihan Dokumen ke dalam Microfilm atau Media Lainnya dengan Legalisasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3913);
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/63/M.PAN/ 7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/ 2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26/M.PAN/ 2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun  2011 tentang Pedoman  Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

1.3 Tujuan, Sasaran, dan  Manfaat
1.3.1 Tujuan

 Kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelayanan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat, serta untuk mengetahui dari aspek-aspek mana saja yang belum memenuhi kepuasan masyarakat dalam dilayani, dan tujuan dilakukan evaluasi pelayanan publik tersebut yaitu : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi masyarakat dan pegawai yang melayani masyarakat;
2. Untuk mengetahui perkembangan kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;
4. Hasil pengukuran dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.3.2 Sasaran

Sasaran dan penyusunan IKM tertera dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mengetahui:
a. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
b. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.
c. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sasaran dan penyusunan IKM diharapakan mampu membantu bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk mencapai harapan pelayanan melalui pelayanan yang lebih baik dan berkualitas.
1.3.3 Manfaat

Dengan terlaksananya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, akan tersedianya data dalam upaya peningkatan dan pengembangan fungsi pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, sehingga kekurang-kekurangan yang ada akan dapat diperbaiki, serta masyarakat akan dapat memberikan nilai kepercayaan kepada Pemerintah dalam sektor pelayanan publik. Manfaat dari terlaksananya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut : 

1. Dapat diketahuinya kelemahan atau kekurangan dari unsur-unsur pelayanan pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat;
2. Tersedianya data-data tentang kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk menuju terciptanya pelayanan yang prima dimata masyarakat pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat;
4. Sebagai motivasi memacu persaingan positif dalam pemberian pelayanan antara unit kerja pelayanan lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan;

1.4 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan sebanyak 150 orang responden yang akan memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Provinsi Sumatera Barat, baik Pelayanan Perpustakan Umum (menetap) maupun  Pelayanan Keluar/Ekstensi (melalui unit Perpustakaan Keliling).
Gambaran yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berupa pertanyaan dan pengisian kuisioner terhadap 14 (empat belas) unsur utama pelayanan publik yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, relevan, valid dan reliabel dengan harapan masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diharapkan masa yang akan datang. Unsur - unsur tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk kuesioner (pertanyaan) untuk melakukan penelitian. Empat belas unsur IKM tersebut adalah :
1. Prosedur pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan
3. Kejelasan petugas pelayanan
4. Kedisiplinan petugas pelayanan
5. Tanggung jawab petugas pelayanan

6. Kemampuan petugas pelayanan
7. Kecepatan pelayanan
8. Keadilan mendapatkan pelayanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas

10. Kewajaran biaya pelayanan
11. Kepastian biaya pelayanan

12. Kepastian jadwal pelayanan
13. Kenyamanan lingkungan
14. Keamanan Pelayanan 

Proses penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu untuk pengumpulan data mengenai kepuasan masyarakat. Sehingga akan mempermudah pemahaman para responden dalam menyampaikan dan memberikan tanggapannya atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan sistem administrasi.

Materi substansi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan tersebut dilakukan dalam bentuk survey dengan meliputi seluruh proses yang dimulai dari :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan berupa persiapan dasar dalam penyusunan metode pelaksanaan survey serta menelaah materi-materi survey yang akan ditetapkan. Persiapan lainnya adalah penyiapan lokasi, daftar pertanyaan, perbanyakan kuisioner serta pelatihan dalam pelaksanan pengolahan data oleh petugas survey.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap dimana  dilakukan penyebaran anggota survey yang telah dilengkapi dengan daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara kepada masyarakat/pemustaka pengguna jasa pelayanan.

3. Tahap Pengolahan Data

Pada tahap ini hasil dari wawancara dan pengisian kuisioner yang dilakukan oleh masyarakat/pemustaka, selanjutnya dilakukan pengolahan data serta menindaklanjutinya dengan penyusunan hasil laporan survey.

4. Tahap Pelaporan dan Presentasi

Dari tahap pengolahan data dengan hasil tersusunnya laporan survey, langkah selanjutnya adalah mempresentasikannya dan hasil final dari laporan survey tersebut diserahkan kepada Bidang Perpustakaan dijadikan bahan perbaikan mutu pelayanan yang disajikan.

1.5 Keluaran Pelaksanaan Kegiatan 
Dari pelaksanaan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, keluaran yang didapatkan dari kajian tersebut sebagai berikut :

1. Tersedianya data hasil pengukuran kepuasan masyarakat Juli - Desember 2018 terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
2. Analisa tingkat kinerja pelayanan Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
3. Rekomendasi dari hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, dengan harapan terpenuhinya keinginan masyarakat terhadap peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
4. Rekomendasi yang disajikan pada laporan akhir dari survey pengukuran kepuasan masyarakat akan dapat disajikan suatu perencanaan yang strategis dalam upaya perbaikan untuk peningkatan pelayanan serta berkesinambungan Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
5. Rekomendasi yang diberikan akan dapat dijadikan suatu janji untuk perbaikan fungsi pelayanan perpustakaan pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan dapat dijadikan sebagai bahan pengukuran tingkat kinerja secara keseluruhan pada pelayanan perpustakaan.

BAB II

PENDEKATAN STUDI DAN PROFIL LOKUS

2.1. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri PAN No. 81 Tahun 1993 mendefenisikan pelayanan umum sebagai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat dan di Daerah dan lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, hukum, pendidikan. Setiap Negara di mana pun serta apa pun bentuk pemerintahannya selalu membutuhkan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan keharusan bagi Negara atau pemerintahan untuk melayani warga negaranya. Pelayanan publik yang prima merupakan tanda dari kesadaran baru dari pemerintah atas tanggung jawab utama dalam mengelola pemerintahan dan memenuhi segala kebutuhan Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka pada tanggal 18 Juli 2009 disahkanUndang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Akibat dari sering terjadinya keluahan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah, mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan layanan dan penerimaan layanan oleh masyarakat dan untuk itu ada 5 (lima) macam kesenjangan dalam proses pelayanan publik, yaitu :  

a) Kesenjangan antara harapan pelanggan mengenai pelayanan dengan persepsi manajemen.

b) Kesenjangan antara persepsi manajemen dengan spesifikasi kualitas pelayanan.

c) Kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dengan penyampaian pelayanan.

d) Kesenjangan antara komunikasi eksternal kepada pelanggan dengan proses penyampaian pelayanan.

e) Kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan pelanggan dengan pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan.

Guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, tentunya perlu diciptakan berbagai perangkat atau piranti pendukungnya, karena kualitas pelayanan publik merupakan  hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumberdaya manusia pemberi pelayanan, strategi pelayanan dan pelanggan. Sistem pelayanan yang baik, sumberdaya manusia yang berkualitas dan berorientasi pada pelayanan, strategi pelayanan yang tepat dan kesesuaian jenis, prosedur dan mekanisme pelayanan dengan pelanggan, tentunya akan menghasilkan kualtias pelayanan yang tinggi. 

2.2. Pengukuran Kualitas Pelayanan

Pelayanan Publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahannya sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus menerus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Disamping itu data   Indeks Kepuasan Masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperlukan suatu Pedoman umum untuk diterapkan terhadap seluruh unit pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, sebagai instrumen Penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan publik unit pelayanan tersebut.  

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Indeks Kepuasaan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 

Hasil pengujian ilmiah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Badan Pusat Statistik telah menghasilkan 14 (empat belas) unsure yang dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan, untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 yang kemudian dikembangkan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004. Keempat belas unsur  IKM tersebut ditetapkan sebagai dasar pengukuran IKM agar membuahkan hasil yang lebih relevan, valid dan reliable. Unsur - unsur tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk kuesioner (pertanyaan) untuk melakukan penelitian. Empat belas unsur IKM tersebut adalah:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan  pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan

2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan  administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan  kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya)

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan  petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap  konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan  wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian  dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat  diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan  pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan  perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati

10. Kewajaran biaya pelayanan,yaitu keterjangkauan  masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara  biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu  pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah  ditetapkan

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan  prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan

14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat  keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk  mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko  yang diakibatkan  dari pelaksanaan pelayanan. 

Proses penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu untuk pengumpulan data mengenai kepuasan masyarakat. Sehingga akan mempermudah pemahaman para responden dalam menyampaikan dan memberikan tanggapannya atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan sistem administrasi.
Berbicara mengenai kepuasaan pelanggan masih banyak hal yang harus digali, karena dalam kehidupan sehari-hari kepuasan tersebut masih bersifat abstrak. Artinya seseorang menilai kepuasan terhadap barang yang dikonsumsi maupun jasa suatu perusahaan bisa dikatakan relatif, karena kepuasan sendiri tergantung pada individu dalam mengartikan kepuasan tersebut. Kualitas sebuah pelayanan dapat diukur dengan sebrapa besar kepuasan pelanggan sebagai penerima layanan. Menurut Sedarmayanti (2009:264) kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Menurut Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no 25 tahun 2004, Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan  kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.
Sasaran dan penyusunan IKM tertera dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mengetahui:
a. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
b. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.
c. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran dan penyusunan IKM diharapakan mampu membantu bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk mencapai harapan pelayanan melalui pelayanan yang lebih baik dan berkualitas. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, adapun manfaat penyusunan indeks kepuasan masyarakat  adalah:
a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
b. Diketahui kinerja penyelenggraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
d. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
e. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
f. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan

Manfaat yang didapatkan atas penyusunan indeks kepuasan masyarakat digumakan untuk meneliti serta mengevaluasi kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan.
2.3. PROFIL LOKUS

Pembukaan  Undang- Undang Republik Indonesia No. 43  Tahun 2007 tentang Perpustakaan  telah  mengamanatkan Perpustakaan sebagai wahana belajar  sepanjang hayat  mengembagkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga   Negara  yang demokratis  serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelengaraan pendidikan nasional. Undang-undang  tersebut juga menyebutkan  bahwa dalam rangka  meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai pusat  sumber  belajar masyarakat.

Pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat akan lebih dirasakan manfaatnya bila Pelayanan diberikan secara optimal. Layanan optimal akan memberikan kepuasan pemustaka, sebagaimana terdapat dalam Keputusan Men.PAN Nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik. Keputusan ini menjadi acuan bagi seluruh Penyelenggara Pelayanan publik dalam pengaturan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai kewenangannya. Keputusan ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya Penyelengaraan Pelayanan publik yang prima. dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pemberi  mau pun penerima layanan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara Nomor : PER/20/M/AN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik menjelaskan pengertian standar Pelayanan publik. Standar pelayananan publik  adalah suatu tolok ukur yang di pergunakan sebagai pedoman Penyelengaraan Pelayanan dan acuan penilaian kualitas Pelayanan sebagai komitmen atau janji dari Penyelengaran Pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan Pelayanan berkualitas.  

Adapun tugas pokoknya sebagai berikut :

· Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

· Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kearspian dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan Kearsipan;

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan propinsi di bidang perpustakaan dan Kearsipan;
c. Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh unsur organisasi terdiri dari satu Sekretariat dan tiga Bidang. Adapun Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, bertugas membantu Kepala Badan dalam masalah kesekretariatan dan fungsional kepustakawanan dan Kearsipan. Bidang-bidang yang ada terdiri dari Bidang Kearsipan, Bidang Perpustakaan dan Bidang Pembinaan. Bidang Kearsipan terdiri dari Seksi Arsip Dinamis, Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip, Seksi Arsip Statis.  Bidang Perpustakaan terdiri dari Seksi Pengembangan, Pengolahan Bahan Perpustakaan dan TIK, Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, dan Seksi Promosi dan Layanan. Sementara Bidang Pembinaan terdiri dari Seksi Pembinaan Kearsipan, Seksi Pembinaan Perpustaka  dan Seksi Kerjasama. Bidang-bidang tersebut bertugas melaksanakan kegiatan kepustakawanan dan Kearsipan dalam bidang tertentu, dan dipimpin seorang Kepala Bidang (Kabid).
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VISI

“Menjadikan Perpustakaan Dan Kearsipan Propinsi Sebagai

Pusat Informasi Terdepan Untuk Mencerdaskan Masyarakat

Dan Menyelamatkan Memori Daerah”
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MISI

1. Mengembangkan Budaya Gemar Membaca

2. Mengembangkan dan Melestarikan bahan pustaka  

3. Mendayagunakan dan mengembangakan semua jenis perpustakaan

4. Meningkatkan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip

5. Meningkatkan  dan mengembangkan SDM, Sistem dan Kelembagaan Kearsipan

6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan arsip.


” Akan melayani dengan cepat/(quick, service), ramah, sopan, adil profesional dan penuh tanggung jawab”


’’ Layanan Perpustakaan Sebagai Sarana Belajar Sepanjang Hayat (Longlife Education) Dan Berorientasi Kepada Pemustaka”


1. Layanan Sirkulasi (Pinjaman dan Pengembalian)
2. Layanan Keanggotaan (Manual dan Elektronik)
3. Layanan Referensi
4. Layanan Anak-anak
5. Layanan Remaja
6. Layanan Dewasa
7. Layanan Multimedia
8. Layanan Berkala (Lama dan Baru )
9. Layanan Disabilitas (Berkebutuhan Khusus)
10. Layanan Perpustakaan Keliling
11. Layanan Penelusuran Informasi/Literatur
12. Layanan Deposit (Koleksi Minangkabausiana)
13. Layanan Naskah Kuno’
14. Layanan E-Book
15. Layanan Foto Copy
16. Layanan Wifi Gratis
Jadwal Layanan

· Senin s.d. Kamis 



pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

· Jum’at 





T U T U P

· Sabtu




pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
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DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018















Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah,  pada pasal 41 paragraf 1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki kedudukan sebagai : 

1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sementara pada pasal 42 Paragraf 2 mengenai  Susunan Organisasi di sebutkan bahwa : 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas. 

2. Sekretariat, membawahi: 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan 

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan. 

3. Bidang Kearsipan, membawahi: 

a.  Seksi Arsip Dinamis; 

b. Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip ; dan 

c. Seksi Arsip Statis dan Layanan Arsip. 

4. Bidang Perpustakaan, membawahi: 

a. Seksi Pengembangan, Pengolahan Bahan Perpustakaan; 

b. Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan 

c. Seksi Promosi dan Layanan Perpustakaan. 

5. Bidang Pembinaan, membawahi: 

a. Seksi Pembinaan Kearsipan; 

b. Seksi Pembinaan Perpustakaan; dan 

c. Seksi Kerjasama.

(2)  Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua puluh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pasal 76 disebutkan :

1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan; 

c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan; 

d. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

BAB  III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Langkah Penyusunan Indeks Kepuasan Masayarakat 
Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit kerja pelayanan publik  merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan, karena dari hasil pengukuran yang dilaksanakan akan membantu suatu unit kerja palayanan untuk mengetahui dari unsur atau variabel apa kekurangan pelayanan yang terjadi pada bidang kerja layanan perpustakaan tersebut, serta untuk meningkatkan pelayanannya dengan memperbaiki kekurangan pelayanan yang terjadi. Dalam pelaksanaan pengukuran penyusunan pengukungan Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Kuisioner

Dalam Pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan kuisioner sebagai alat bantu pengumpulan data dari kepuasan masyarakat/pemustaka  penerima pelayanan. Kuisioner disusun berdasarkan tujuan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat.
Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan dua cara sebagai berikut :

1) Dilakukan sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.

Dengan cara ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.
2) 
Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara oleh :

1. Unit pelayanan sendiri, walaupun sebenarnya dengan cara ini hasilnya kemungkinan besar akan subjektif, karena dikhawatirkan jawaban yang kurang baik mengenai instansinya akan mempengaruhi objektivitas penilaian, Untuk mengurangi subjektivitas hasil penyusunan indeks, dapat melibatkan unsur pengawasan atau sejenisnya yang terkait.
2. Unit independen yang sudah berpengalaman, baik untuk tingkat Pusat, Provinsi Sumatera Barat. Independensi ini perlu ditekankan untuk menghindari jawaban yang subjektif. 

2. Bagian Kuisioner

Kuisioner dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu : 

	Bagian I
	:
	Bagian ini berisikan indentitas responden meliputi; usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaian terhadap bidang kerja layanan perpustakaan.

	Bagian II
	:
	Pada Bagian II dari kuisioner berisikan identitas pencacah atau orang/petugas yang melaksanakan wawancara terhadap masyarakat, dan apabila kuisioner diisikan oleh masyarakat langsung bagian ini tidak diisi.

	Bagian III
	:
	Bagian ini berisikan mutu pelayanan publik, yaitu pendapat dari penerima pelayanan, yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.


3. Bentuk Jawaban

Bentuk dari jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan yang ada pada kuesioner, secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang ada di suatu bidang pelayanan perpustakaan, yaitu dari sangat baik sampai dengan tidak baik, yang penilaiannya dilakukan dengan persepsi numberik (angka) yang  dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Angka 1 adalah nilai persepsi tidak baik

Nilai angka 1 yang diberikan oleh responden apabila responden merasa unsur pelayanan yang dipertanyakan tidak mudah prosesnya, contohnya alur pelayanan yang tidak mudah, loket yang terlalu banyak untuk dilalui sehingga  prosesnya belum efektif.

2. Angka 2 adalah nilai persepsi kurang baik

Nilai angka 2 yang diberikan oleh responden apabila responden merasa unsur pelayanan yang dipertanyakan kurang mudah prosesnya, contohnya prosedur pelayanan yang masih kurang mudah, sehingga prosesnya belum efektif.

3. Angka 3 adalah nilai persepsi baik

Nilai angka 3 yang diberikan oleh responden apabila responden merasa unsur pelayanan yang dipertanyakan mudah prosesnya, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu untuk lebih diefektifkan.

4. Angka 4 adalah nilai persepsi sangat baik

Nilai angka 4 yang diberikan oleh responden apabila responden merasa unsur  pelayanan yang dipertanyakan sangat mudah prosesnya, mudah, efektif dan sangat sederhana.

4. Jumlah Responden

Jumlah responden yang akan disurvey dalam kegiatan pengukuran indeks kepuasan masyarakat telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, serta  dalam  menentukan  jumlah responden  pelaksanaan survey pengukuran indeks kepuasan  masyarakat pada semester kedua bulan Juli – Desember 2018 di Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat juga berpedoman  kepada Peraturan  Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman  Umum Penyusunan  Indeks Kepuasan  Masyarakat. Dari  kedua  peraturan  tersebut jumlah responden minimal adalah 150 orang dari  jumlah populasi penerima layanan, dengan  dasar (jumlah unsur +1) x10=jumlah responden (14+1) x 10 = 150 responden.
Berdasarkan kepada  hasil  survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai lokus survey pengukuran, telah ditetapkan bahwa untuk responden sebanyak jumlah minimal dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2011, yaitu sebanyak 150 orang responden. 

5. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data, pelaksanaan dilakukan dengan teknik proporsional random sampling, yaitu dengan cara responden dipilih secara acak dan ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah unit pelayanan yang dijadikan lokus,  dan untuk menghindari bias, maka pemilihan responden adalah responden yang sedang melakukan atau dalam mendapatkan pelayanan selama waktu survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan.
Untuk waktu penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat memerlukan waktu selama ±30 hari kerja dengan rincian waktu sebagai berikut : 

1. Persiapan pelaksanaan  survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, 6 hari kerja.
2. Pelaksanaan pengumpulan data, 8 hari kerja.
3. Pengolahan data Indeks Kepuasan Masyarakat, 8 hari kerja
4. Penyusunan dan pelaporan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat, 8 hari kerja.

3.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data
Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, dengan mengajukan 14 (empat belas) pertanyaan yang menyangkut kepada unsur pelayanan yang telah ditetapkan. Pendekatan dalam memperoleh data dengan melakukan kombinasi antara metode kuantitatif dan metode kualitatif, dimana pencatatan sumber data utama dilakukan dengan wawancara responden dan juga dengan jalan melakukan pengamatan langsung serta pengisian kuisioner oleh responden dengan penyebaran sebanyak 150 lembar kuisioner. Pelaksanaan pengumpulan data lainnya untuk mengetahui masalah dan menemukan informasi yang tepat dalam memperoleh gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan, maka dilakukan beberapa strategi yang saling melengkapi yakni wawancara berstruktur dan tidak berstruktur.  Wawancara berstruktur dilakukan oleh interview/wawancara kepada responden yang saat ini dianggap terbatas kemampuan literasinya untuk mengisi secara langsung kuisioner yang diberikan, dan sementara itu wawancara tak berstruktur dilakukan kepada responden yang dianggap memiliki kemampuan literarasi yang baik.

3.3 Metode Analisa Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami, yakni dengan menerapkan langkah-langkah seperti mentabulasi data, mereduksi dan mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kelompok dan satuan, dan dalam survey ini data ditabulasikan dan disajikan dalam bentuk angka dan persentase, tahap berikutnya adalah mengadakan pemeriksaaan keabsahan data dan menulisnya dalam bentuk laporan dan diberi penjelasan.

Dalam penganalisaan data dari pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat pelaksanaanya berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Apararatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat  Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana berdasarkan  kedua peraturan tersebut nilai-nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan. Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan terhadap 14 (empat belas) unsur pelayanan yang masing-masingnya memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut : 


Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Bidang Perpustakaan  digunakan nilai rata-rata tertimbang (0,071) dengan rumus sebagai berikut:


Untuk mempemudah interprestasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :


Akumulasi dari penilaian Indeks Kepuasan  Masyarakat (IKM) tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Nilai Persepsi ,Interval IKM,  Nilai Interval Konversi IKM,

Mutu Pelayanan Dan Kinerja Unit Pelayanan

	NILAI PERSEPSI
	NILAI  INTERVAL IKM
	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM
	MUTU PELAYANAN 
	KINERJA UNIT PELAYANAN

	1
	1.00  - 1.75
	25.00 - 43.75
	D
	Tidak Baik

	2
	1.76 - 2.50
	43.76 – 62.50
	C
	Kurang  Baik

	3
	2.51- 3.25
	62.51- 81.25
	B
	Baik

	4
	3.26 - 4.00
	81.26 – 100.00
	A
	Sangat Baik


Pada tahapan pengolahan data dari hasil pelaksanaan  survey  dilakukan  dengan penerimaan  dokumen data petugas survey , dan  menguji kualitas data  untuk  mengetahui profil responden dan kecenderungan  jawaban yang diberikan  yang akan  dijadikan bahan  analisa  objektifitas, serta data persepsi masyarakat  akan  dikompilasikan  dengan  data  responden  berdasarkan  kelompok  umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan. Untuk tahapan  penghitungan  nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan  cara pengentrian data yaitu  memasukkan  data isian ke dalam tabel    terdiri dari 14 (empat belas) unsur kategori pelayanan.

BAB IV

HASIL PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

4.1 Profil Responden

Dari hasil pengolahan kuesioner diperoleh profil responden yang menjadi sampel dalam survey kepuasan masyarakat ini. Pelaksanaan survey pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, menggunakan persepsi masyarakat yang menjadi objek layanan, yaitu sebanyak 150 (seratus lima puluh) responden, dan berdasarkan dari pengisian kuesioner baik yang dilakukan sendiri oleh responden maupun yang ditanyakan langsung oleh petugas survey, maka data atau profil dari responden dapat dibedakan atas 4 (empat) kelompok kategori, yaitu : 

1. Berdasarkan jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan
2. Berdasarkan usia yang terdiri dari  0 -   20 tahun, 21 – 40 tahun, 41 – 60 tahun,   61 – 80 tahun

3. Berdasarkan tingkat pendidikan yang terdiri dari SD, SLTP, SLTA, DI- D3- D4, S-1, S2 Keatas
4. Berdasarkan pekerjaan yang terdiri dari, PNS/TNI/POLRI, Pegawai Swasta, Wiraswasta/ usahawan, pelajar/mahasiswa, dan lainnya.
Dari hasil kuesioner yang merupakan data utama dalam penyusunan hasil survey pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini, disamping data-data lainnya, yaitu berupa rekaman hasil wawancara yang dapat dijadikan data pendamping untuk mencocokkan dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Hasil dari analisa profil responden yang berjumlah 150 (seratus lima puluh ribu) orang, berdasarkan kepada 4 (empat) kategori tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2

Profil/ Data Responden

	NO
	VARIABEL
	KATEGORI
	JUMLAH RESPONDEN
	PERSENTASE  (%)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Umur
	0 – 20
	108
	72.00%

	
	
	21 – 40
	34
	22.67%

	
	
	41 – 60
	8
	5.33%

	
	
	61 – 80
	0
	0.00%

	2
	Jenis Kelamin
	Pria 
	52
	34.67%

	
	
	Wanita
	98
	65.33%

	3
	Pendidikan
	SD
	44
	29.33%

	
	
	SLTP
	43
	28.67%

	
	
	SLTA
	9
	6.00%

	
	
	D1, D2, D3
	19
	12.67%

	
	
	S1
	35
	23.33%

	
	
	S2 keatas
	0
	0.00%

	4
	Pekerjaan
	PNS/TNI/POLRI
	5
	3.33%

	
	
	Pegawai Swasta
	11
	7.33%

	
	
	Wiraswasta/Usahawan
	10
	6.67%

	
	
	Pelajar/Mahasiswa
	122
	81.33%

	
	
	Lainnya 
	2
	1.33%


Dari data tabel di atas dapat diperjelas, bahwa untuk usia yang dominan dari responden yang menjadi objek dalam survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah berusia 0 s.d. 20 tahun yang paling banyak yaitu berjumlah 108 orang dengan persentase 72 %, sedangkan jenis kelamin responden wanita lebih banyak dari pria yaitu berjumlah 98 orang dengan persentase 65,33 %. Untuk tingkat pendidikan yang terbanyak adalah SD dengan jumlah 44 orang dengan persentase 29,33% dan untuk tingkat pekerjaan yang terbanyak pemustakanya adalah pelajar/ mahasiswa yaitu berjumlah 122 orang dengan persentase 81,33%.

4.2 Analisa Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil akhir dari pengolahan data hasil survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat  Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2018, telah disusun berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu jumlah nilai dari setiap jenis pelayanan, baik itu pelayanan menetap (Layanan Umum) maupun pelayanan keluar (Layanan Ekstensi), maka diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan yang dipertanyakan, sedangkan nilai indeks gabungan untuk setiap unsur pelayanan merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan nilai penimbang, yaitu 0,071.

Dari 150 (seratus lima puluh) responden yang dimintakan pendapatnya mengenai jenis pelayanan yang diberikan oleh Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, nilai rata-rata per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3

Nilai IKM Berdasarkan Unsur Pelayanan

Pada Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Sumatera Barat

	NO
	UNIT PELAYANAN
	NILAI IKM
	NILAI INDEKS
	NILAI IKM DIKONVERSIKAN
	MUTU PELAYANAN

	U1
	Prosedur Pelayanan
	  3.320
	    0.237 
	5.929
	Baik

	U2
	Persyaratan Pelayanan
	  3.260
	    0.233 
	5.821
	Baik

	U3
	Kejelasan Petugas Pelayanan
	  3.227
	    0.230 
	5.762
	Baik

	U4
	Kedisiplinan Petugas Pelayanan
	   3.140 
	    0.224 
	5.607
	Baik

	U5
	Tanggungjawab Petugas Pelayanan
	   3.193 
	    0.228 
	5.702
	Baik

	U6
	Kemampuan Petugas Pelayanan
	   3.200 
	    0.229 
	5.714
	Baik

	U7
	Kecepatan Pelayanan
	   3.273 
	    0.234 
	5.845
	Baik

	U8
	Keadilan Mendapatkan Pelayanan
	   3.173 
	    0.227 
	5.667
	Baik

	U9
	Kesopanan & Keramahan Petugas
	   3.167 
	    0.226 
	5.655
	Baik

	U10
	Kewajaran Biaya Pelayanan
	   3.193 
	    0.228 
	5.702
	Baik

	U11
	Kepastian Biaya Pelayanan
	   3.180 
	    0.227 
	5.679
	Baik

	U12
	Kepastian Jadwal Layanan
	   3.187 
	    0.228 
	5.690
	Baik

	U13
	Kenyamanan Lingkungan
	   3.220 
	    0.230 
	5.750
	Baik

	U14
	Keamanan Pelayanan
	   3.220 
	    0.230 
	5.750
	Baik

	Rata-rata nilai unsur pelayanan……
	44,953
	3.211
	80,274
	Baik


Dari tabel tersebut di atas dari jumlah nilai IKM setelah dikonversikan, maka dapat kita lihat unsur pelayanan yang mana dapat nilai tertinggi dan yang mendapat nilai kurang dari pemustaka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1

Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur Pelayanan


Untuk itu, dari data di atas dapat kita mengetahui nilai per unsur layanan dari tabel berikut : 

Tabel 4

Nilai Rata-Rata Per Unsur Layanan

Dari Yang Tertinggi sampai Terendah

	NO
	UNIT PELAYANAN
	JUMLAH NILAI UNSUR
	NILAI RATA-RATA

	U1
	Prosedur Pelayanan
	498
	3,320

	U7
	Kecepatan Pelayanan
	491
	3,273

	U2
	Persyaratan Pelayanan
	489
	3,260

	U3
	Kejelasan Petugas Pelayanan
	484
	3,227

	U 13
	Kenyamanan Lingkungan
	483
	3,220

	U 14
	Keamanan Pelayanan
	483
	3,220

	U6
	Kemampuan Petugas Pelayanan
	480
	3,200

	U5
	Tanggungjawab Petugas Pelayanan
	479
	3,193

	U 10
	Kewajaran Biaya Pelayanan
	479
	3,193

	U 12
	Kepastian Jadwal Layanan
	478
	3,187

	U11
	Kepastian Biaya Pelayanan
	477
	3,180

	U8
	Keadilan Mendapatkan Pelayanan
	476
	3,173

	U9
	Kesopanan & Keramahan Petugas
	475
	3,167

	U4
	Kedisiplinan Petugas Pelayanan
	471
	3,140

	Rata-rata nilai unsur pelayanan………………………


	6.743
	44,953


Dari 14 (empat belas) unsur pelayanan yang dipertanyakan kepada responden, secara garis besar dapat dikelompokkan kepada 3 bagian, yaitu : 

1. Bagian yang terkait dengan sistem dan mekanisme pelayanan, termasuk di dalamnya adalah :

1. Prosedur pelayanan

2. Persyaratan pelayanan
3. Kewajaran biaya
4. Kepastian jadwal pelayanan
5. Keadilan mendapatkan pelayanan
6. Kepastian biaya pelayanan

2. Bagian perangkat pendukung, yang termasuk didalamnya adalah sebagai berikut : 

1. Kenyamanan lingkungan
2. Keamanan pelayanan
3. Kecepatan pelayanan

3. Bagian Sumber Daya Manusia pelayanan, yang termasuk dalam unsur ini adalah :

1. Kedisiplinan petugas pelayanan
2. Kejelasan petugas pelayanan
3. Tanggung jawab petugas pelayanan
4. Kemampuan petugas pelayanan
5. Kesopanan dan keramahan petugas.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dari sebanyak 150 ( seratus lima puluh ) responden yang memberikan nilai terhadap 14 (empat belas) unsur pelayanan, jenis unsur prosedur pelayanan mendapatkan nilai tertinggi 498 setelah dibagi  dengan  jumlah  responden dan  dikalikan dengan nilai penimbang, maka nilai rata-ratanya 3,320 dan sementara  itu untuk nilai terendah  adalah pada  unsur  kedisiplinan petugas pelayanan  dengan jumlah nilai unsur  471  dan nilai rata-rata sebesar 3,140. 

Dari data nilai survey, indeks kepuasan  masyarakat, maka untuk bagian  sistem dan mekanisme pelayanan  khususnya  unsur prosedur pelayanan dan persyaratan  pelayanan  sudah baik. Sedangkan kepastian jadwal pelayanan  perlu untuk  dibenahi. 

Untuk sumber daya manusia pada unsur kedisiplinan petugas pelayanan berada pada urutan terbawah dengan nilai unsur 471 dan rata-rata sebesar 3,140. Namun untuk Kejelasan petugas pelayanan dan tanggung jawab petugas pelayanan sudah baik dimana kejelasan petugas pelayanan berada diurutan ke empat dengan nilai unsur 484 dan rata-rata sebesar 3,227. Begitu juga dengan tanggung jawab petugas pelayanan berada pada urutan 5 teratas dengan jumlah nilai unsur 479 dan rata-rata sebesar 3,193. Untuk perangkat pendukung kenyamanan lingkungan perlu lebih ditingkatkan agar banyak pemustaka yang datang berkunjung untuk menambah ilmu dan wawasan  juga untuk  mewujutkan citra  pelayanan yang  baik  dari masyarakat terhadap Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, karena dari  citra yang diberikan  oleh masyarakat akan menggambarkan kinerja  dari unit pelayanan  tersebut, dan oleh karena itu  citra  merupakan  bayang-bayang dari suatu kinerja dan layanan merupakan jantungnya perpustakaan.

Dari hasil  pengolahan data yang telah  disampaikan dalam bentuk tabel-tabel yang menguraikan nilai dari hasil  survey pengukuran indeks kepuasan masyarakat di atas, yang menguraikan satu persatu nilai dari unsur-unsur pelayanan yang akan  menggambarkan secara keseluruhan  untuk penilaian Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, maka untuk mengetahui lebih lanjut dari penghitungan nilai indeks kepuasan masyarakatnya  adalah sebagai berikut :

(3,320 x 0,071)+(3,260 x 0,071)+(3,227 x 0,071)+(3,140 x 0,071) + (3,193 x 0,071)+ (3,200 x 0,071)+(3,273 x 0,071)+(3,173 x 0,071)+(3,167 x 0,071)+(3,193 x 0,071) + (3,180 x 0,071)+(3,187 x 0,071)+(3,220 x 0,071)+(3,220 x 0,071)= Nilai  Indeks adalah 3,211. Dengan demikian,  nilai Indeks Kepuasan  Masyarakat pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat , hasilnya dapat  disimpulkan sebagai berikut :

a. Nilai  indeks kepuasan  masyarakat setelah  dikonversi= nilai indeks nilai dasar yaitu menjadi :3,211 x 25= 80,274
b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap mutu  dan kinerja  pelayanan yang diberikan oleh Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat  pengguna jasa  layanan, berdasarkan kepada keputusan  Menteri pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor kep /25 /M.PAN/2/2004 tentang Pedoman  Penyusunan Indeks  Kepuasan  Masyarakat  Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman  Umum  Penyusunan  Indeks Kepuasan  Masyarakat, dimana  untuk Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, nilai interval IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan diuraikan sebagai berikut :

	NILAI PERSEPSI
	NILAI INTERVAL IKM
	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM
	MUTU PELAYANAN
	KINERJA UNIT PELAYANAN

	1
	1,00 – 1,75
	25.00 - 43,75
	D
	Tidak Baik

	2
	1,76 – 2,50
	43,76 – 62,50
	C
	Kurang Baik

	3
	2,51 – 3,25
	62,51 – 81,25
	B
	Baik

	4
	3.26 -4.00
	81,26 – 100,00
	A
	Sangat Baik


Berdasarkan  kepada kriteria di atas, dan dari hasil penilaian masyarakat atau responden pada 14 (empat belas) unsur pelayanan yang dipertanyakan, maka dapat disimpulkan, bahwa mutu pelayanan dan kinerja pelayanan pada Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat adalah  B ( Baik).

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan
Dengan telah dilakukannya survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat pada periode Juli – Desember 2018, yang hasilnya sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka  secara umum hasil laporan dari pelaksanaan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelayanan publik pada dasarnya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu, kelompok pra pelayanan, pelaksanaan pelayanan dan pasca pelayanan.
2. Untuk mengetahui hasil pelayanan yang telah dilaksanakan, maka pada pasca pelayanan dilakukan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 14 (empat belas) unsur pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pelaksanaan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan melibatkan 150 (seratus lima puluh) responden, yang terdiri dari layanan menetap (umum) dan layanan keluar (ekstensi).
4. Perhitungan nilai IKM atas pelayanan Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dilihat dari nilai interval IKM masing-masing unsur IKM. Nilai interval IKM diperoleh dari nilai rata-rata tiap jawaban responden yang dikalikan dengan nilai penimbang (0,071) kemudian dikalikan dengan nilai konversi (25), sehingga diketahui nilai interval konversi IKM secara keseluruhan pada periode Juli – Desember 2018 adalah 80,27 dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan Baik.
5. Dalam pelaksanaan survey selain pengisian kuisioner oleh responden, juga dilakukan tanya jawab langsung ke masyarakat/pemustaka yang dilakukan secara acak, baik bagi layanan menetap maupun layanan keluar ke Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat yang menjadi jangkauan atau kerjasama layanan operasional mobil unit Perpustakaan Keliling (Puskel) pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam mendapatkan informasi yang lebih akurat terhadap pelaksanaan pelayanan perpustakaan, serta survey juga dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung disaat pelayanan berlangsung.
6. Dari 14 (empat belas) unsur pelayanan yang dipertanyakan, kedisiplinan petugas pelayanan yang mempunyai nilai IKM rata-rata 3,140, dan  kesopanan dan keramahan petugas dengan nilai IKM rata-rata 3,167, serta Unsur Keadilan mendapatkan pelayanan dengan nilai IKM rata-rata 3,173, yang ketiganya berada dalam 3 (tiga) terendah penilaian masyarakat/pemustaka, yang walaupun mutu pelayanan masih berada dalam kategori baik, namun ketiga unsur pelayanan ini harus menjadi faktor utama dalam pelaksanaan pelayanan perpustakaan pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
7. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dari sebanyak 150 ( seratus lima puluh ) responden yang memberikan nilai terhadap 14 (empat belas) unsur pelayanan, jenis unsur prosedur pelayanan mendapatkan nilai tertinggi 498 dengan  nilai IKM rata-ratanya 3,320 dan urutan selanjutnya kecepatan Pelayanan dengan nilai IKM rata-rata 3,273,  persyaratan pelayanan dengan nilai IKM rata-rata 3,260, kejelasan petugas pelayanan dengan nilai IKM rata-rata 3,227 dan kenyamanan lingkungan dengan nilai IKM rata-rata 3,220 yang merupakan urutan 5 besar dari unsur pelayanan yang dipertanyakan dan telah mencakup ketiga  bagian dari pengelompokan unsur pertanyaan, yakni Sistem dan Mekanisme Pelayanan, Unsur Pendukung Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Perpustakaan dengan kategori baik, sehingga dengan demikian pelayanan yang diberikan sudah hampir tercapai apa yang menjadi tujuan utama pelayanan yakni tercapainya kepuasan masyarakat atau layanan yang prima, walaupun masih banyak lagi kekurangan-kekurangan yang dialami.

5.2 Rekomendasi
Penganalisaan data dari pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, pelaksanaanya berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Apararatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat  Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana berdasarkan  kedua peraturan tersebut tersebut telah dinyatakan bahwa setiap unit kerja pelayanan harus melaksanakan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan atau 2 (dua) kali dalam setahun, dan secara nyata pelaksanaan ini sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dan untuk Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk kegiatan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini sudah dapat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yang pada tahun 2018 ini survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pelaksananya dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
Secara  umum dari hasil pelaksanaan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini nilai mutu dan kinerja pelayanan pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori Baik, dan untuk peningkatan mutu pelayanan pada masa yang akan datang, Tim Penyusun laporan akhir dari hasil pelaksanaan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bidang Perpustakaan tersebut memberikan beberapa rekomendasi kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dijadikan suatu janji dalam pelaksanaan perbaikan dan pengembangan fungsi pelayanan perpustakaan, dan adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk unsur  Kecepatan Pelayanan direkomendasikan pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat kiranya dapat mengupayakan penambahan perangkat pendukung pelayanan (sarana prasarana pelayanan) yang menyangkut akan kecepatan proses suatu urusan atau pelayanan, penyesuaian dan penempatan personil atau petugas yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan, serta meningkatkan wawasan sumber daya manusia pustakawan atau petugas pelayanan dengan menambah pendidikan dan latihan (diklat).
2. Pelaksanaan koordinasi yang lebih efektif dengan pihak  terkait dengan pelayanan perpustakaan dan kerjasama layanan operasional Perpustakaan Keliling (Puskel) dengan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.
3. Pada unsur Prosedur Pelayanan direkomendasikan agar Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan  penyusunan standar pelayanan dan Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, melaksanakan pengawasan yang lebih efektif terhadap jalannya pelayanan, mengefektifkan fungsi unit pengaduan atau saran pelayanan perpustakaan, agar dapat memberikan masukan-masukan atau inovasi-inovasi dalam peningkatan fungsi pelayanan.
4.  Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat agar dapat melaksanakan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahunnya, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mengetahui mutu dan kinerja pelayanan yang diberikan, serta Indeks Kepuasan Masyarakat dapat juga dijadikan sebagai bahan perbandingan setiap tahunnya dalam peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat, direkomendasikan  juga, bahwa dalam unsur kenyamanan masih perlu untuk diperbaiki, hal ini berdasarkan kepada hasil survey dan tanya jawab langsung ke pemustaka yang dilakukan, dan adapun yang perlu ditingkatkan dari unsur kenyamanan tersebut.

Dari  rekomendasi yang diberikan, kiranya dapat dijadikan suatu pedoman bagi Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam memperbaiki dan meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Demikian laporan akhir dari kegiatan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini disusun dan disampaikan sebagai evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terutama kepada Dinas  Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan dan pengembangan pelayanan. Pada metodologi proses kegiatan survey pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini berupa kualitatif, dan objek yang diteliti penilaiannya adalah masyarakat pengguna/pemustaka layanan pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, dan mudah-mudahan hasil dari pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi dan menjalankan  reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik, khususnya pada Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk menuju terciptanya pelayanan yang prima dimata masyarakat.

Padang,     Desember 2018
KEPALA

BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROVINSI SUMATERA BARAT,

Drs. ALWIS

Pembina Utama Muda

NIP 19610303 198210 1 002
JANJI LAYANAN
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KEPALA


Drs. ALWIS


NIP.19610303 198210 1 002





KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL





SEKRETARIS


ALFIANDRI, SS


NIP.19721007 199903 1 005





KASUBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN


NOVA SUSANTI, SE, MM


NIP. 19751012 200212 2 002





KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN


DEWI HASTUTI, SE


NIP. 19641223 198811 2 002





KABID PEMBINAAN


DEVIANY, A.A.Ing,MM


NIP.19630804 199003 2 003





KABID PERPUSTAKAAN


SOSY FINDRA, S. Kom


NIP.19670724 199903 1 006





KABID KEARSIPAN


KISWATI, SS, MPA


NIP.19680815 199903 2 001





KASI PEMBINAAN KEARSIPAN


HAYATI SAAD, BA


NIP.19620701 198203 2 003





KASI PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN DAN TIK


RUDI YASMAN, A.Md


NIP.19700605 199603 1 006





KASI ARSIP DINAMIS


YENI FITRIA, SE


NIP.19741021 199903 2 004





KASI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN


DEWI ASTATI, S.Pd


NIP.19700517 199802 2 001





KASI DEPOSIT & PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN


BENNY ROZALDY, SE, M.Si


NIP.19651216 199403 1 001





KASI PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN ARSIP


TEDI IRAWAN, SS


NIP.19730330 199903 1 004





KASI KERJASAMA


DIAN DEWI KARTIKA, S.Sos, M.Si


NIP.19720923 199202 2 001





KASI PROMOSI & LAYANAN


KUSUMA DEWI, S.STP, M.I.Kom


NIP.19860920 200412 2 001 





KASI ARSIP STATIS


KARDINAL, S.Sos


NIP.19660729 199203 1 002
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